


Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai 
adalah merupakan proses kegiatan yang 
dilakukan untuk mengevaluasi tingkat 
pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja 
(perfomance appraisal) seorang pegawai.  

Di lingkungan Pegawai Negeri Sipil dikenal 
dengan DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan) yang diatur dalam PP 10 Tahun 1979 
(sebelum dicabut dgn PP 46 Tahun 2011). 
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1. Hallo effect, terpengaruh pendapat pribadi. 

2. Central tendency, cenderung rata-rata. 

3. Leniency bias, cenderung murah & menghindari 
penilaian ekstrim. 

4. Strickness bias, cenderung terlalu ketat/mahal nilai. 

5. Recency effect, kesan terakhir. 
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1. Proses penilaian DP-3 terkesan terjebak proses formalitas. 

2. Secara substantif tidak dapat digunakan sebagai penilaian 
dan pengukuran seberapa besar produktivitas dan kontribusi  
`PNS terhadap organisasi. 

3. Penilaian DP3 PNS, lebih berorientasi pada penilaian 
kepribadian (personality) dan perilaku (behavior).  

4. Hasil penilaian tidak dapat dikomunikasikan secara 
terbuka, karena bersifat rahasia. 

5. Pengukuran dan penilaian prestasi kerja tidak didasarkan 
pada target goal (kinerja standar/harapan). 
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6. Atasan langsung sebagai pejabat penilai, hanya 
sekedar menilai, belum/tidak memberi klarifikasi hasil 
penilaian dan tidak lanjut penilaian.  

7. Atasan pejabat penilai hanya sebagai legalitas hasil 
penilaian belum berfungsi sebagai motivator dan 
evaluator untuk mengevaluasi seberapa efektif dan 
konsistensi pejabat penilai dalam melaksanakan 
proses penilaian. 
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Amanat Pasal 12 dan Pasal 20 UU No. 43 Th. 1999 :  

 Penilaian Prestasi Kerja dilaksanakan untuk 
mewujudkan PNS yang profesional, 
bertanggungjawab, jujur dan adil, melalui pembinaan 
yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja 
dan sistem karier yang dititikberatkan  pada sistem 
prestasi kerja, serta untuk menjamin obyektivitas 
dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam 
jabatan dan kenaikan pangkat. 
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a. Untuk mewujudkan pembinaan PNS berdasarkan 
sistem prestasi kerja dan sistem karier yang 
dititikberatkan  pada sistem prestasi kerja. 

b. PP Nomor 10 Tahun 1979 sudah tidak sesuai dgn 
perkembangan dan kebutuhan hukum dlm 
pembinaan PNS. 
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SKP = 
60 % 

PK = 
40 % 

PRESTASI 
KERJA  

PP Nomor  46 Tahun  2011  

Tanggal  30 Desember  2011  

Prinsip  Penilaian  : 

Obyektif , Terukur , Akuntabel , 

Partisipatif , Transparan  
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PP 10 Thn 1979 
1 Kesetiaan 

2 Prestasi Kerja 

3 Tanggungjawab 

4 Kejujuran 

5 Ketaatan 

6 Kerjasama 

7 Prakarsa 

8 Kepemimpinan 

PP 46 Thn 2011 
1 Sasaran Kerja 

Pegawai ( 60 % ) 

2 Perilaku ( 40 % ) 1 Orientasi 
Pelayanan 

2 Integritas 

3 Komitmen 

4 Disiplin 

5 Kerjasama 

6 Kepemimpinan 
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1. Penilaian  prestasi kerja  PNS bertujuan  untuk  
menjamin  objektifitas  pembinaan  PNS yg dilakukan  
berdasarkan  sistem prestasi kerja  & sistem karier,  yg 
dititikberatkan  pada  sistem prestasi kerja . 

2. Penilaian  prestasi kerja  PNS diarahkan  sebagai 
pengendalian  perilaku  kerja  produktif  yg disyaratkan  
untuk  mencapai hasil kerja  yg disepakati . 

3. Penilaian  prestasi kerja  PNS dilakukan  berdasarkan  
prinsip objektif,  terukur,  akuntabel,  partisipatif,  dan 
transparan . 



 

 

 

 

 

4. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas : 

unsur sasaran kerja pegawai dan perilaku 

kerja. 

5. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan 

oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun 

(akhir Desember tahun bersangkutan/akhir 

Januari tahun berikutnya), yang terdiri atas 

unsur: 

 a. SKP bobotnya 60 % 

 b. Perilaku kerja bobotnya 40 % 

6.  Unsur perilaku kerja yg mempengaruhi 

prestasi kerja yg dievaluasi harus relevan & 

berhubungan dgn pelaksanaan tugas jabatan 

PNS yg dinilai. 

 

 

 



1. Setiap PNS wajib  menyusun SKP berdasarkan  
RKT instansi. Dalam  menyusun SKP harus 
memperhatikan  hal-hal sbb: 
Á Jelas 
Á Dapat  diukur  
Á Relevan 
Á Dapat  dicapai  
Á memiliki  target  waktu  



2. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan 
target yg harus dicapai. Setiap kegiatan 
tugas jabatan yg akan dilakukan harus 
berdasarkan pada tugas dan fungsi, 
wewenang, tanggung jawab, dan uraian 
tugas yg telah ditetapkan dalam Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). 
 

3. PNS yg tidak menyusun SKP dijatuhi 
hukuman sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yg 
mengatur mengenai disiplin PNS. 

 


